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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sarana dan prasarana Trans Metro 

Bandung pada koridor II (Cicaheum – Cibereum), dapat ditarik beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Kebutuhan prasarana transportasi bus Trans Metro Bandung yang dapat 

mendukung pelayanan transportasi publik di Kota Bandung adalah tersedianya 

jalan dan halte yang berfungsi dan sesuai dengan standar maupun peraturan 

yang berlaku. Dari survei dan analisis yang dilakukan, prasarana transportasi 

berupa jalan dan halte sudah tersedia, namun belum seluruhnya memenuhi 

standar dan peraturan yang ada. Pada prasarana transportasi berupa jalan, 

kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dimensi kendaraan dengan 

lebar dan kelas jalan yang dilalui. Sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi 

pada prasarana transportasi berupa halte  adalah kelengkapan fasilitas halte, 

seperti papan nama halte, papan informasi trayek, kursi, ramp, dan tangga. 

Selain itu dibutuhkan pula fasilitas yang mendukung keamanan dan 

kenyamanan penumpang pada halte tersebut.  

2. Kebutuhan sarana transportasi, berupa bus Trans Metro Bandung yang dapat 

mendukung pelayanan transportasi publik di Kota Bandung adalah tersedianya 

fasilitas di dalam bus yang mendukung keamanan, keselamatan, kenyamanan, 

dan kesetaraan penumpang.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sarana dan prasarana Trans Metro 

Bandung pada koridor II (Cicaheum – Cibereum), dapat ditarik beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Pada prasarana transportasi berupa halte, dibutuhkan fasilitas yang lengkap 

dalam segi keamanan dan kenyamanan, seperti  lampu penerangan, petugas 

keamanan, informasi gangguan keamanan, fasilitas kebersihan, luas lantai per 

orang yang lebih untuk halte Elang dan halte Cicaheum, dan fasilitas 

kemudahan naik/turun penumpang, serta fasilitas pendukung lainnya seperti 

papan nama halte, papan informasi trayek, kursi, ramp, tangga, dan rambu 

petunjuk agar penumpang memiliki keinginan untuk menggunakan halte 

sebagai tempat menunggu dan kegiatan naik-turun penumpang. Selain itu, 

kesadaran dan kedisiplinan baik pada pihak penumpang maupun pada pihak 

penyedia jasa (Trans Metro Bandung) juga diperlukan agar halte yang sudah 

tersedia dapat berfungsi secara optimal. 

2. Pada sarana transportasi bus Trans Metro Bandung, dibutuhkan fasilitas yang 

lengkap untuk menunjang segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan 

kesetaraan penumpang, seperti tanda pengenal pengemudi, fasilitas kesehatan, 

informasi tanggap darurat, dan juga kedisiplinan dalam penerapan SOP agar 

fasilitas kesetaraan penumpang dapat digunakan dengan baik. 
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